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ABSTRAK

Negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan
kekuasaannya secara sah terhadap golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat
menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama tersebut. Negara merupakan cara-
cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan
bersama itu, baik untuk indivindu dan golongan atau asosiasi maupun oleh negara itu

Permasalahannya yaitu: Pelaksanaan Hak Recall Partai Politik Terhadap
Anggota DPR Menurut UUNO. 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD
dan Keberadaan Hak Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota DPR Menurut Suara
Terbanyak.

Metode Penelitian hukum Normatif yang bersifat penjelajahan (eksploiratoris),
karena tidak bermaksud menguji hipotesa.

Pelaksanaan Hak recall Partai Politik terhadap anggota DPR Menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang mengatur tentang recall, dalam contoh kasus tersebut PKS mengusulkan agar
Fahri Hamzah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI
sebagaimana peraturan pengusulan tersebut, bahwa pengusulan Fahri Hamzah untuk
mengundurkan diri tersebut sudah memenuhi mekanisme sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yaitu, parpol memiliki hak untuk melakukan pergantian pada
anggotanya yang berada dalam lembaga DPR.

Keberadaan Hak Recall oleh Partai Politik Terhadap Anggota DPR menurut
suara terbanyak dalam pemilihan anggota DPR, seharusnya papol tidak serta-merta
melakukan recall berdasarkan kepentingan Parpol. Walaupun hak tersebut secara
mutlak diberikan dan diatur oleh undang-undang kepada parpol, agar tidak terwujud
recall yang dilatar-belakangi politik belaka scharusnya perlunya diikut sertakan rakyat
untuk dimintai pendapat dalam recall yang dilakukan parpol.

Kata Kunci: Hak, Recall, Partai Politik
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BAB v
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dihasilkan

kesimpulan dan diajukan saran-saran sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan Hak recall Partai Politik terhadap anggota DPR Menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang mengatur tentang recall. Dalam kasus tersebut PKS
mengusulkan agar Fahri Hamzah menguﬁdurkan diri dari jabatannya sebagai
Wakil Ketua DPR RI sebagaimana peratilran pengusulan tersebut diatur dalam
pasal 87 ayat (1) huruf C) dan ayat (2) huruf D) dan E) serta penjelasan lebih
mengenai pemberhentian antar waktu terdapat pada Pasal 239 ayat (1) dan ayat
(2) huruf D). Tidak terdapat kesalahan dalam penggunaan hak recall yang

dilakukan oleh PKS, bahwa pengusulan Fahri Hamzah untuk mengundurkan diri

tersebut sudah memenuhi mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yaitu, parpol memiliki hak untuk melakukan pergantian pada

anggotanya yang berada dalam lembaga DPR. Dalam pergantian tersebut dapat

dilakukan ketika anggota Parpol yang be
dunia, memundurkan diri atau, diberhentikan dengan syarat tertentu yaitu salah

rada dalam lembaga DPR meninggal

satunya diusulkan oleh Parpol. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh PKS
i
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erhadap Fahri  hamzah namun
' Pada faktanya Fahri
ya Fahri

. " Hamzah enggan
menglﬂdahkaﬂ permintaan PKS selaky Partainy
a.

, daan Hak R i Polit;
) Kebera ecall oleh Partaj Politik Terhadap Anggota Dpr menurut suara

terbanyak dalam pemilihan anggota DPR, seharusnya papol tidak serta-merta
melakukan recall berdasarkan kepentingan Parpol. Walaupun hak tersebut secara
mutlak diberikan dan diatur oleh undang-undang kepada parpol, agar tidak
terwujud recall yang dilatar-belakangi politik belaka seharusnya perlunya diikut
sertakan rakyat untuk dimintai pendapat dalam recall yang dilakukan parpol.
Sistem perwakilan tidak menutup bentuk-bentuk demokrasi langsung sehingga
hak serta rakyat dalam mengambil keputusan recall juga tidak dapat
dikesampingkan sebagai wujud Kedaulatan Rakyat yang dianut agar terciptanya
sebuah check and balances dalam pengelolaan bernegara.
B. Saran-saran

I. Bahwa benar dibutuhkan hak recall pada partai untuk mengontrol anggotanya

yang mengemban jabatan sebagai wakil rakyat. Namun hak recall yang dimiliki

Partai Poitik tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang agar tidak terwujud recall yang dilatar-belakangi politik belaka.

i k melakukan revisi Undang-
% Penulis | lu merekomenda51kan untu
wlis juga merasa per
Undang MD3 yang mengatur me? genai reca
pelibatan rakyat secara langsuns sebagai konsekuensi l0gis

yang dilakukan oleh rakyat-

/I dengan menambahkan mekanisme

pemilihan langsung
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